WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 46 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 44 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALI KOTA PALU,

bahwa hibah diberikan dalam rangka pemberian
uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada
pemerintah atau pemerintah daerah lainnya,
perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi
kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak
mengikat, serta tidak secara terus menerus yang
bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan
pemerintah daerah;

bahwa berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Wali Kota
Palu Nomor 44 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring
dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu
dilakukan perbaikan dan penyesuaian terkait batas
waktu pengajuan hibah daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Huruf d
Angka 2, Huruf e Angka 9 dan Huruf f angka 19
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan
sosial diatur dengan peraturan kepala daerah;

d. bahwa ...



Mengingat

Menetapkan

-2-

d. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan
atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 44 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan
Sosial;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 35535);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

5. Peraturan Wali Kota Palu Neomor 44 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan
Sosial (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor
44);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA PALU NOMOR 44 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Ketentuan ayat (1) Peraturan Wali Kota Palu Nomor 44
Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan
dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
(Berita Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 44) ayat (1)
Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 ...



Pasal 5

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan
Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,
dan/atau badan, lembaga dan organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai
dengan huruf e menyampaikan usulan Hibah berupa
uang atau berupa barang/jasa paling lambat sebelum
Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan atau
bulan Juli tahun anggaran berkenan.

(2) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis
kepada Wali Kota tembusan:

a. Kepala Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah
sesuai urusan/tugas fungsi; dan
b. Kepala Bappeda.

(3) Setiap usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) hanya untuk 1 (satu) surat permohonan dan 1
(satu) proposal Hibah dalam kegiatan, atau barang
atau jasa yang sama.

Pasal 11
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 Desember 2023
WALI KOTA PALU,
ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu ‘
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI /

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2023 NOMOR 46

L,’



